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Memperhatikan

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELTHARAAN KENDARAAN
BERMOTOR MILIK DAERAHN UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH (APBIY

i,

PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2084

GUBERNUR LAMPUNCG,

bahwa dalam rangka tertib pengeunaan, pemakaian dan  pemeliharaan
kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan
pembiayaannya dibebankan kepada Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan dinas dan biaya
exploitasi bagi kendaraan dimaksed @

bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka untuk pedoman dan
tertib pelaksansannya perlu mengatur dan menetapkan mengenai ketenfuan
pemakatan, pemeliharaan dan pembiayaan Kendaraan dimaksud  dengan
keputusan Gubernur Lampung

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembeniukan Daerah Tingkat |
Lampung ;

Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 teptane Pemenntahon Daerah -

Peraturon Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerimtah dan
Kewenangan Propinst sebagai Dacrah (Monom ;

Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penpelolaan dan Pertanpgung
Jawaban kevangan Daerah

Kepulusan. Presiden Nomor 5§ Tahun 1983 temtang Penpghapusan  Penyediaan
Kendaraan Perorangan Dinas ;

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Orpanisasi dan
Tata Kerjs Sckretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;

Peraturan Dagrah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembemukan
Crganisast dan Tata Kega Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;

Peraturan Daersh Propinst Lampung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Chrpanisas: dan Tata Kerja [hnas Propinsi Lampung ;

Peraturan Ragrah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2004 rentang Penctapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propins Lampung Tahun Anggaran 2004,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononsi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Megen Nomor 29 Tahun 2002 tentang  Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penpawasan Keuangan Daerah serta Tma Cara
Penyusenan Angearan Pendapaton dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Kewangan Dacrah dan Penyusunan Perbitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
[aerah:



Menetapkan

3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tuhun 2003 tentang Pokok-pokok

Pengelolzan Kevangan Dacrah,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN
PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK
DAERAH UNTUE KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004,

Paszal |

Dalam Keputusan im yang dimaksud dengan
Daerah adalah Propinsi Lampung.
Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi Lampung,

Ciubemur adalah Gubermur Lampung.

el ]

Kendaraan bermotor adalah kendaraan  bermotor milik Daerah  vang
dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Lampung,

Pasal 2

{1 Jumfah dan jenis kendaraan bermotor milik Daerah yang dipunakan untuk
kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004
schagaimana tercantum dalam lampiran [ Keputusan ini.

(2) Rincian biaya cksploitasi kendaraan dimaksud ayat (1) Kepulusan ini,
schagaimana tercantum dalam lampiran 11 Keputusan ind,

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal | butir 4 Keputusan ini, adalah
kendaraan bermotor Dhnas sebagaimana dimaksud Pasal | avat (2) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 215/ KMEI/01/1983 yaitu

4. Kendaraan alat jemput pegawai vakni kendaraan jenis penumpang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
b, Kendaraan Operasional vaitu
1. Kendaraan khusus bukan penumpang
2. Kendarsan yang bergerak atas perintah.
Pasal 4
Jenis kendaraan bermotor sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini,
adalah :
4. Kendaraan antar jemput pegawai .

I. Kendaraan jenis Bus |
2. Kendaraan jenis Minibus.



b. Kendaraan Operasional -
1. Kendaraan khusus bukan penumpang
- Kendaraan jenis Truck :
- Kendaraan jenis Pick Up.
2. Kendaraan vang bergerak atas perintah
- Kendaraan jenis Jeep .
- Kendaraan jenis Sedan.

Pazal 5

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, merupakan
kendaraan pool dan harus tetap berada di pool pada Dinas / Instansi yang
bersangkutan.

{2} Pemakaian kendaraan bermotor tersebut pada ayat (1) hanya atas perintah dan
perselujuan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan pool,

Pasal &

(1) Biaya Exploitasi, perawatan / pemeliharaan dan registrasi serta biaya lainnya
ditetapkan sebagai berikut :

i, Untuk  kendarsan Dinas yang  diperounakan oleh Gubernur, ‘Wakil
Gubernur Pejabat Eselon | dan M dilingkungan Pemeripiah Propingi
Lampung serta kendaraan Pool dilingkungan Sekretariat Dacrah Propinsi
Lampung sepenuhnya dibiayai oleh APBD Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2004 |

b. Uniuk Kendaraan Dinas Pool yvang dipergunakan oleh Dinas ¢ Badan /
Satean Unit Kerja jenis Bus, Truck dan Pick Up dibiayai oleh APBD
Propinsi Lampung Tabhun Anggaran 2004, sedangkan untuk kendaraan
dinas lainnva hanya ditanggung bahan bakar, Oli dan Repistrasi saja,

¢ Untuk kendaraan vang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Dacrah Propinsi Lampung dapat menggunakan Ban Mobil BS
Imports, Ol Import dan bahan bakar Premix

d. Untuk kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerab Propinsi
Lampung, Assisten Sekretaris Dacrah Propingi Lampung dan kendaraan
pool [ operasional dapat diberikan  bahan bakar tambaban  yang
ketentuannya akan diatur lebih Tanjut dengan Keputusan Gubemur,

{2) Biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah biaya maksimal dalam | {satu)
Tahun Anggaran.

Pasal 7

Pelaksanaan diluar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Keputusan
ini, harus dengan persetujuan Gubernur,

Pasal 8

{1y Betiap Kepala Dings { Instansi ditunjuk sebagai pejabar vang bertanggung
jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas pool sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan i dan berkewajiban menvampaikan laporan secara {triwulan)
kepada Gubernur Lampung Cg. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretarial
Daerah Propinsi Lampung.



{2y Laporan penggunaan dana perbaikan dan perawatan kendaraan dinas per-digit
wajih disampaikan dalam setiap akhir triwnlan dalam tahun berjalan dan
laporan jumlah penggunaan biaya seluruhnya pada Tahun Anggaran 2004 ini,
wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2004,

Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaky sejak tangeal 2 Januan 2004 sampal dengan 31
Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat

kekeliruan  dalam  Keputusan  ini akan  diadakan  pembetulan  sebagaimana
ST Ny,

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 16 - 2 - 2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dio

Hi. TURSANDI ALWI



